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BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR [5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

Menimbang + a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KESATU
huruf ¢ dan Diktum KETIGA huruf ¢ Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun
2023 dan Daerah Otonom Baru, khusus kepada
Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun
2023 untuk menyusun dokumen perencanaan
strategis perangkat daerah tahun 2024-2026
yang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Stratcgis Perangkat Daerah selanjutnya
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan
Bupati,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Pembangunan Dacrah
Kabupaten Konawe Tahun 2024 - 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia;

2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
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{Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959
Nomor 74, Taumbahun Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Ncgara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Renecana Pembangunan Jangka Panjang Nastonal
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4700},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Necgara
Republik Indoncsia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penctapan Peraturan
Pemcerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
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10.

11.

12.

(Lembaran Neg o Republik  Indonesia  Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898) schagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tcntang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomer 2 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penctapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Rcpublik
Indoncsia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor
6573);

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6178};

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2020
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14.

15.

16.

17.

18.

Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang  Pembentukan  Produk
Hukum  Dacrah  {Berita  Negara  Republik
Indonesin Tahun 2015 Nomor  2036),
sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Percncanaan,
Pengendalian  Dan  Evaluasi  Pembangunan
Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Dan
Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah
Dacrah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negrara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodehikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman  Tcknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 2 Tahun 2014 tectang Rencana Tala
Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Dacrah Provinsi

Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014 - 2034
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun

2014 Nomor 131);
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19. Peraturan Dacrah Kabupaten Konawe Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kobupaten Konawe (Lembaran
Dacrah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor
174}  scbagaimana tclah  diubah  dengan
Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe (Lembaran Dacrah

Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257).

20. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Nomor
Tahun 2023 tentang Rcncana Pcmbangunan

Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024-2026;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Dacrah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Dacrah Berakhir
Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN . PERATURAN  BUPATI TENTANG  RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-
2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

0
2.

Dacrah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Konawe.

Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah  yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Konawe,

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Dacrah Kabupaten Konawe,

Rencana Pembangunan Dacrah Kabupaten Konawe Tahun 2024 -

2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan
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pembangunan dacrah Kabupaten Konawe untuk periode 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis Perangkat Dacrah yang sclanjutnya dischut Renstra
Perangkat Dacrah adalah dokumen perencanaan perangkat dacrah
untuk 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya discbut Renja
Perangkat Dacrah adalah dokumen perenecanaan dacrah untuk 1 (satu)

tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, serta program Perangkat Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga} tahun
dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran

dari tujuan dan sasaran Dacrah yang mendasarkan pada arah pembangunan

daerah dalam Rencana Pembangunan Dacrah Tahun 2024 - 2026,

BAB 11
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkal Dacrah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran

(2)

(1)

dari RPD Tahun 2024-2026.
Renstra Pecrangkat Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi  pedoman  Perangkat Dacrah dalam penyusunan Renja

Perangkat Daerah.

BAB Iil
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4
Sistematika Recnstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 meliputi :

a. BAB | : Pendahuluan;
b, BAB 1II : Gambaran Pelayanan Perangkat dacraby
c BAB IlI : Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Perangkat
Daerah;
d. BABIV : Tujuan dan Sasaran;
BABV : Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VI : Renecana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
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g BAB VIl : Kinerja Penyclenggaraan Bidang Urusan

Perangkat Dacrah;

h. BAB VIII  : Penutup.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku scjak diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Konawe
Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal APT‘L 2023
e

BUPA KONAWE

KERY SAIFUL-KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : AFnL 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

'J

émﬂﬂ\ D
BER A DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR: 6’5
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